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ABSTRAK

Paradigma Baru Administrasi Publik, menyebabkam pmibungan antara negara dengan
masyarakat, yang lebih menekankan kepada kepentimgasyarakat. Akibatnya negara
dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masgardlengan lebih baik dan lebih
demokratis. Pengukuran Akuntabilitas Publik harusrsbiring dengan perkembangan
paradigma dan peradaban masyarakat. Memahami bakwatabilitas tidak sederhana:.
Pelayanan publik harus memperhatikan lebih dariedak pasar, harus juga hukum dan
konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma ifigl standar profesional, dan kepentingan
warga. Akuntabilitas publik harus dibangun bersgirdengan perkembangan masyarakat yang
multi cultur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran teasatsénya, maka disarankan perlunya
mengatur pelayanan publik dengan suatu regulasg ydinndangkan dalam bentuk suatu
Peraturan Daerah yang tanggap pada norma-normiaylmkg terpilih sebagaimana yang berlaku
dan berkembang dalam masyarakat setempat. AkutdabiPelayanan Publik yang tercermin
dalam penetapan Standar Pelayanan Publik yang apnggda tuntutan daerah diharapkan
mampu menyelesaikan berbagai problem praktis yaeggatur prosedur, penetapan biaya,
waktu dan mekanisme pengaduan dan penetapanaagiétayanan.

Standar Pelayanan Publik yang disusun secara kdtistdan lebih responsif, dengan
mengundang partisipasi masyarakat, dipandang petlik diproses lebih lanjut, sehingga tidak
lagi berwujud penetapan normatif yang sentral, mk#ém sudah berupa kontrak pelayanan
antara pemerintah daerah dan masyarakat setenipada® Pelayanan untuk kepentingan publik
seperti itu amat mendesak untuk segera diwacana#tan, disimpulkan sebagai acuan
pengukuran Akuntabilitas Pelayanan, yang walauplon sampai pada tahap “sudah selesai
diperdakan” mungkin saja sudah dapat dipakai selsagaber hukum yang materiiméteriele
rechtsbron) dalam pengukuran akuntabilitan dan peneyelegaesyelesaian perkara pelayanan.
Model kontrak pelayanan secara teoretik dan konsképhencerminkan adanya pengukuran
Akuntabilitas pelayanan yang tidak hanya respasah tetapi juga progresif dan demokratik.

Kata Kunci : Demokras, Akuntabilitas Pelayanan, Partisipasi, Standar dan Kontrak

Pelayanan.

1. PENDAHULUAN



Sejak terjadi pergeseran studi administrasi Neg@radministrasi public, lingkup kajian
semakin luas, baik menyangkut model birokrasi, Inieokrasi, kelembagaan, hubungan
manusia, maupun model pilihan publikublic choice model). Model pilihan publik
khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan dilitats publik dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat peaguglayanan public.Dalam membahas
pola akuntabilitas pelayanan publik pada saat sekaini, maka pembahasan ada dalam
koridor paradigma pelayanan bulik baru yang belaejdengan kehidupan masyarakat yang
kian demokratid’he New Public Services Paradigm.

2. PEMBAHASAN

2.1. The New Public Services Paradigm

Paradigma baru administrasi publik, menyebabkara ganlbungan antara negara
dengan masyarakat, yang lebih menekankan kepadeanttegan masyarakat. Akibatnya
negara dituntut untuk memberikan pelayanan kepaalsyarakat dengan lebih baik dan
lebih demokratis. Pemahaman yang senada diberikan Benhardt bahwa paradigma
baru pelayanan publik New Public Services Paradigm) lebih diarahkan pada
"democracy, pride and citizen”. Lebih lanjut dikatakan bahwaPublic servants do not
delever customer service, they delever democracy”. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi,
kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingatikpb@rus dipandang sebagai
norma mendasar dalam penyelenggaraan adminisurbBkp
Perjalanan demokratisasi yang berlangsung di Inrelanmemberikan pelajaran yang berharga
bagi pemerintah (birokrasi) dan warga negeitézén). Wajah dan sosok birokrasi kini mengalami
perubahan dari birokrasi yang kaku berorientasates menuju ke arah birokrasi yang lebih
demokratis, responsif, transparan, non partisankigisi tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai
sosok institusi yang angkuh dan tak tersentuh ki dari pihak luar birokrasi. Gelombang
reformasi politik yang terjadi tahun 1997 telah rpammeruntuhkan tembok "keangkuhan” birokrasi
dan melahirkan masyarakat sigiM| society) yang kuat. Tuntutan masyarakat akan perbaikan
kinerja birokrasi telah menjadi wacana publik da eeformasi sekarang ini. Di samping itu,
semakin maraknya isu demokratisasi telah mempepasiti masyarakat sipil untuk menuntut
hak-hak mereka ketika berhubungan dengan birok2elam konteks demikian, birokrasi
perlu merevitalisasi diri untuk dapat menghasilkafayanan publik yang demokratis, efisien,
responsif, dan transparan.

Dalam modehew public service, pelayanan publik berlandaskan pada teori demoyaag
mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hakagh avarga negara, karena pada dasarnya
rakyat (@emos) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertir(§optein),
berkonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak datatusnya yang di alam kodrati,
sampaipun ke statusnya sebagai warga negara, rmanasusia itu memiliki hak-hak yang
karena sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diaatib, diingkari dan/atau dilanggar
(inalienable, inderogable, inviolable) oleh siapapun yang tengah berkuasa. Bahkan, para
penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pgejadat yang memperoleh
kekuasaannya yang sah karena mandat para warga meglalui suatu kontrak publik, suatu
perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansir&kmialinya akan diwujudkan dalam



bentuk konstitudi Dalam model ini kepentingan publik dirumuskanage hasil dialog dari
berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat. Kegamt publik bukan dirumuskan oleh elite
politik seperti yang tertera dalam aturan. Birakngang memberikan pelayanan publik harus
bertanggung jawab kepada masyarakat secara késelufderanan pemerintah adalah melakukan
negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dargavaegara dan berbagai kelompok
komunitas yang ada. Dalam model ini, birokasi @uhlikan sekedar harus akuntabel pada berbagai
aturan hukum, tetapi juga harus akuntabel padanil#g yang ada dalam masyarakat, norma
politik yang berlaku, standar profesional, dan kejpgan warga negara. Itulah serangkaian
konsep pelayanan publik yang ideal masa kini dienaokrasf.

Tabel 1.
Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik

Aspek

Old Public Adm.

New Public Adm.

New Public Service

Dasar Teoritis

Teori Politik

Teori Ekonomi

Teori Demokras

Konsep kepentingajKepentingan publik

Kepentingan publik

Kepentingan publik adalah

publik adalah sesuatu yang [mewakili agregasi dari |hasil dari dialog tentang
didefiniskan secara kepentingan individu |berbagai nilai.
politis dan yang
tercantum dalam atura

Kepada siapa Clients dan pemilih Customers Warganegara

birokrasi publik (citizens)

harus bertanggung
jawak

Peranan pemerintg

Rowing (pengayuh)

Steering (mengarahkal

Negosiasi dan mengelabor
berbagai kepentingan di
antara warga negara dan
kelompok komunitas

BSi

Akuntabilitas

Menurut hirarki
administratif

Kehendak pasar yang
merupakan hasil
keinginan customers

Multi aspek: Akuntabel padg
hukum, nilai komunitas,
norma politik, standar
profesional, kepentingan
warga negara

a

Sumber: Diadopsi dari Denhardt dan Denhardt, Z28@9.

! Soetandyo WignjosoebrotoDémokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia”, dalam makalah yang disampaikan dalam
rangka Pelatihan HAMoleh Pusat Studi HAM Universi®urabaya, Kamis, 30 Juni 2005.

%Op. Cit., hal. 28-29.



Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal mengatadigmaNew Public Service
sebagaimana didiskusikan di atas adalah bahwa apelaypublik harus responsif terhadap
berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Tugas noaade adalah melakukan negosiasi dan
mengelaborasi berbagai kepentingan di antara waeggra dan kelompok komunitas.
Ini mengandung makna bahwa karakter dan nilai yangndung dalam pelayanan publik
tersebut harus berisi preferensi nilai-nilai yama alalam masyarakat. Karena masyarakat
bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publigajiarus selalu berubah mengikuti
perkembangan masyarakat.Hukum administrasi negdeandp pelayanan publik seharusnya
diselenggaraan seirama dengan tuntutan pelayaimdiik pang responsif tersebut.

Di samping itu, pelayanan publik model baru haressifat nondeskriminatif
sebagaimana dasar teoritis yang digunakan, yakmni teemokrasi yang menjamin adanya
persamaan di antara warga negara, tanpa membedkaedsal usul warga negara,
kesukuan, ras, etnik, agama, dan latar belakangri@pn. Ini berarti setiap warga negara
diperlakukan sama ketika berhadapan dengan biigbtedik untuk menerima pelayanan
sepanjang syarat-syarat yang dibutuhkan terpehuttiungan yang terjalin antara birokrat
publik dengan warga negara adalah hubungan impaErssehingga terhindar dari sifat
nepotisme dan primordialisme.

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interadasii berbagai aspek, yakni
sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi greday strategi, dan masyarakat
pengguna layanan. Sistem pelayanan publik yang la&i&n menghasilkan kualitas
pelayanan publik yang baik pula. Suatu sistem ybatk akan memberikan prosedur
pelayanan yang terstandar dan memberikan mekarkemieol di dalam dirinyaluilt in
control). Dengan demikian segala bentuk penyimpangan yamgdi akan mudah
diketahui. Sistem pelayanan harus sesuai dengamtkeinmasyarakat penggunanya. Ini
berarti organisasi harus mampu merespons kebutddsarkeinginan masyarakat pengguna
layanan dengan menyediakan sistem pelayanan dgegstyang tepat.

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia (SDliandibutuhkan kualitas
sumber daya manusia yang mampu memahami dan meragdlien sistem pelayanan
yang baik. Sebagai contoh, sistem pelayanan paal gudalcomputerized memerlukan
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi manjan teknologi komputer. Di
samping itu, sumber daya manusia yang melaksanalgas pelayanan harus mampu
memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat penaggyanan publik.

Sifat dan jenis masyarakat pengguna layanan puyhlilg bervariasi membutuhkan
strategi pelayanan yang berbeda dan ini harusafiketoleh petugas pelayanan. Petugas
pelayanan perlu mengenal masyarakat pengguna tayaumaik dengan baik sebelum dia
memberikan pelayanan. Di dalam sistem perbankair-akhir ini dikenal dengan strategi
Know Your Customers (KYC).



Pelayanan

Customers

Sistem SDM

Gambar 1.
Segitiga Pelayanan Publik Sumber: Albrecht and Zei890: 41.

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh legibdirokrasi penyelenggara
layanan publik akan dipengaruhi oleh berbagai fiakteperti tingkat kompetensi aparat,
kualitas peralatan yang digunakan untuk memproseis jpelayanan, budaya birokrasi,
dan sebagainya. Kompetensi aparat birokrasi mermpakumulasi dari sejumlah sub
variabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahuengalaman kerja, variasi pelatihan
yang telah diterima. Sedangkan kualitas dan kuamfteralatan yang digunakan akan
memengaruhi prosedur dan kecepataput yang akan dihasilkan. Apabila organisasi
menggunakan teknologi modern, seperti komputer, analetode dan prosedur kerja
akan berbeda dengan ketika organisasi menggunakaa kerja manual. Dengan
mengadopsi teknologi modern, maka akan menghasikgput yang lebih banyak dan
berkualitas dalam waktu yang relatif lebih cepatud®ya birokrasi yang bersifat
paternalisme yang masih mendominasi birokrasi dbfresia telah melahirkan hubungan
atasan dengan bawahan sepaatron-clients. Sifat hubungan tersebut mengandung makna
bahwa patron atau bapak memiliki kewajiban melimiwan memenuhi kebutuhafients
atau anak. Sementara ittljents atau anak berkewajiban loyal dan menjaga nama baik
patron/bapak. Hubungarpatron-clients tersebut membawa konsekuensi apabila ada
kesalahan, maka mereka saling menutupi kesalahsebte.

2.2 AKUNTABILITASPELAYANAN PUBLIK

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektdikpdibindonesia dewasa ini adalah
menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembagadgmlpublik, baik di pusat maupun
daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bekewajiban mempertanggung-jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sggamalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu ianqeertanggungjawaban yang



dilaksanakan secara periodildkuntabilitas adalah pemberian informasi dan peggapan

(disclosure) atas penyelenggaraan pelayanan publik kepada k-filiak yang

berkepentingsgh Lembaga pemerintah di pusat dan daerah harust dapajadi subyek

pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hbkkpyaitu hak untuk tahu, hak untuk
mendapatkan informasi, hak untuk didengar aspiyasidan hak untuk mendapatkan
pelayanan dari pemerintah pemegang mandatnya.

Demensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitaslayanan publik, akuntabilitas hukum

dan kejujuran, akuntabilitas managerial, akunt&sliprogram, akuntabilitas kebijakan dan

akuntabilitas finansial. Akuntabilitas pelayanarbigu merupakan bagian terpenting dalam
menciptakan kridibilitas pemerintah. Tidak terpeinyh prinsip pertanggungjawaban dapat
menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakahitaepemerintah tidakaccountable,
masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahpargantian pejabat dan
sebagainya.Rendahnya tingkat akuntabilitas jugaingkatkan resiko berinvestasi dan
mengurangi kemampuan untuk berkopetisi serta mktaku efisiensi. Dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, akuntabilitasyaelan publik harus memperhatikan
lebih dari sekedar pasar, harus juga hukum dantikasis nilai-nilai masyarakat, norma-
norma politik, standar profesional, dan kepentingamga. Akuntabilitas pelayanan publik
harus dibangun berseiring dengan perkembangan ma&syayangmulti cultur.’> Dalam
perkembangan masyarakat yang demokratis dengam Public Service Paradigm,
akuntabilitas pelayanan publik harus dibangun tssnd@n prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Melayani warga, bukan pelanggan: kepentingan publikan agregasi kepentingan
individu, tetapi dialog tentang nilai bersama; bukhanya memenuhi permintaan
konsumen, tetapi membangun kepercayaan dan kokbodengan warga negara.
Akuntabilitas pelayanan publik dibangun berdasafai-milai bersama dengan
membangunan kepercayaan dan kolaborasi dengan nakatyararga negara.

2. Memenuhi kebutuhan publik: administrator harus meamgion pemahaman bersama
tentang kepentingan publik, menciptakan tanggurgpawian kepentingan bersama.
Akuntabilitas pelayanan publik dibangun dengan geman nilai diatas.

3. Nilai kewarganegaraan melebihi kewirausahaan: Kepgen publik lebih baik
dikembangkan oleh pelayan publik dan warga negarg ynemiliki komtmen bersama
untuk membangun masyarakat yang lebih baik, kethglzdeh manajer wirausaha yang
berbuat jika uang publik ada padanya

4. Berfikir secara strategis, berbuat secara demakrdtebijakan dan program untuk
mmenuhi kebutuhan publik dapat dicapai melalui adadiektif dan proses kolaboratif.

5. Memahami bahwa akuntabilitas dalam penyelenggarpalayanan publik tidak
sederhana: Pelayan publik harus memperhatikan leaih sekedar pasar, harus juga
hukum dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, nomeaima politik, satandar profesional,
dan kepentingan warga

6. Melayani ketimbang menyetir. membantu warga dalaemgartikulasikan kepentingan
bersama, bukan mengendalikan dan mendekte warga

3 Stanbury, W.T., 2003, Accountability to Citizentire Westminster Model of Government: More Myth Tha
Reality, Fraser Institute Digital Publication, Cdaa

* Schiavo-Compo and Tomasi, D., 1999, Managing govwent Expenditure, Asia Development Bank, Manila.
® Larasati, Endandgonstruksi Hukum Pelayanan Publik Lembaga Pemerintah Di Indonesia, Program Doktor lImu
Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008,97al.



7. Memahami bahwa akuntabilitas tidak sederhana: Belgyblik harus memperhatikan
lebih dari sekedar pasar, harus juga hukum dantikasis nilai-nilai masyarakat, norma-
norma politik, satandar profesional, dan kepentingarga

8. Melayani ketimbang menyetir. membantu warga dalaemgartikulasikan kepentingan
bersama, bukan mengendalikan dan mendekte warga

9. Menilai manusia, bukan hanya produktivitas: Orgasiipublik dan jaringan di mana
mereka berpartisipasi akan lebih berhasil padakmpanjang jika dikembangkan melalui
proses kolaborasi dan kepemimpinan bersestmea €d |eadership) yang didasarkan pada
penghormatan kepada seluruh rakyat.

Berdasar pada prinsip-prinsip yang terurai diataska akuntabilitas penyelenggaraan

pelayanan publik dalam penelitian ini dibangun bBeettkan pada nilai-nilai yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan pengaturan pelayanan publik. dikonsepeagai sebuah "konstruksi”
yang batasan definitifnya terikat pada dimensi @aktu tatkala subjek-subjek berinteraksi
secara komunikatif untuk menghasilkan produk peraikiyang sama. Artinya, kebijakan
administrasi negara dalam konteks pengaturan pemyghraan pelayanan publik tidak
akan difahami sebagai entitas normatif yang oljes@imata, tetapi dipahami sebagai
dependen variable dari suatu proses sosial politik yang melibatkajaralah aktor individu
yang berpartisipasi dalam suatu proses. Dengan kdemiproses konstruksinya, tidak
dipahami sekadar tehnik konstruksi kebijakan sebpgasedur standar, tetapi difahami
sebagai totalitas proses yang berada dalam keaddiag berkait dengan variabel sosial,
kultur dan politik. Konstruksi keijakan administrag&gara yang mengatur pelayanan publik
dipahami sebagai produk politik yang karakternysai@n lain ditentukan oleh dinamika
sosial yang berkaitan dengan hukum administrasanaedan lebih khusus lagi berkenaan
dengan hukum administrasi negara yang mengatuygreda publik.

Mendasarkan paradigma yamgnstruktivisme dengan logikaconstructing theory
yang mulai juga dikenal dalam penelitian-penelitsosial. Pendekatan fenomenologik
dilakukan dalam penelitian ini, yang berarti baha@a yang terjadi dalam hubungan
interaksional antar-aktor di lapangan dalam ruasngigppasi masyarakat akan memperoleh
fokus perhatian yang utama.

Dalam kehidupan bernegara yang diorganisasi dakamtuk republik, yang mengisyaratkan

agar kesejahteraame§) untuk khalayak ramaip(blica) diwujudkan, negara berkewajiban

melayani setiap warga negara demi terpenuhinya tkbbo yang dirasakan warga.

Kebijakan administrasi negara yang mengatur pengekraan pelayanan publik harus

senantiasa dilakukan pemerintah dalam kedudukarsgfzagai pengemban kekuasaan

negara, sesuai dengan harapan dan tuntutan waggaaneMemperoleh jasa pelayanan
publik yang diselenggarakan pemerintah harus dgragdsebagai hak warga yang sudah
seharusnya didasarkan pada norma-norma hukum yamgaturnya secara jelas. Dalam
hubungan ini, demi terjaminnya penyediaan pelaygmndnik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, dan di lain pihak juga km@mberikan perlindungan hak kepada

setiap warga negara dari kemungkinan pengingkatam penyalahgunaan wewenang di

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. diperlakanpengaturan hukum yang

mendukungnya

® Baca:Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelayanan Publik (Jakarta: Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, 2000)



Sehubungan dengan kenyataan itu, besar keinginamerpgah untuk dapat
menyelenggarakankan pengaturan pelayanan publilg yaerkualitas dan akuntabel.
Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh KementerRendayagunaan Aparatur Negara, pada
saat ini sedang mempersiapkan sebuah Rancangamgbdaang Pelayanan Publik untuk
maksud tersebut. Sebuah undang-undang, sekalipsim m@am bentuk rancangan (seperti
misalnya Rancangan Undang Undang Pelayanan Pudti§ telah disebutkan itu, apabila
dijelaskan menurut teori sosial, juga teori sogaig diterapkan dalam kajian-kajian hukum
asitisin society, sesungguhnya merupakan sebuah konstruksi.

Sebagai bagian dari teori sosial, yang disestibnal construct suatu konstruksi itu ialah
suatu konsep yang menyatakan adanya produk pemigubjektif seseorang atau sejumlah
manusid. Demikian juga halnya dengan Rancangan Undang Wndelayanan Publik
tersebut di atas. Rencana Undang-Undang itu digatakerupakan produk atau hasil
pemikiran sejumlah elit perancang sebuah aturamrmulMenurut teori, kalaupun sebuah
undang-undang atau sebuah rancangan undang-undabiga dikatakan merupakan hasil
pemikiran sejumlah elit perancangnya, maka implaéas#nya dalam bentuk aturan-aturan
pada tingkat yang lebih rendah itu juga merupakatvuah konstruksi. Sebuah konstruksi
yang disiapkan oleh subjek-subjek lain dalam spabtses tersendiri, yang tidak selamanya
mengacu atau mendeduksi begitu saja dari aturaaratitndang-undang yang berada pada
tingkat yang lebih tinggi.

Uraian berikut ini akan membahas realita yang pemdroleh dari penelitian lapangan di
tiga daerah penelitian, yang berfokus pada konstrkkbijakan pelayanan publik oleh
subjek-subjek yang berada di tiga daerah tersekluisusnya yang berkaitan dengan
konstruksi hukum administrasi negara yang mengpéunyelenggaraan pelayanan publik,
antara lain tentang penyelenggaraan Standar PealayBablik yang meliputi prosedur
pelayanan, biaya pelayanan, waktu pelayanan, paaedarana dan prasarana pelayanan,
mekanisme pengaduan dan segi-segi lain dalam prpsegaturan penyelenggaraan
pelayanan publik.Akuntabilitas penyelenggaraan yasian publik dilakukan dengan
berdasar pada pengaturan tersebut diatas.

Konstruksi kebijakan seperti yang terlihat dalamgiapan dan penyelenggaraan standar
pelayanan publik yang meliputi: penetapan proseélayanan, penetapan biaya pelayanan,
penetapan waktu pelayanan, penetapan fasilitasntgi@anisme pengaduan serta sistem
informasi yang diselenggarakan. Konstruksi kebijakan akuntabilitas dilakukan melalui
interaksi antar subyek-subyek secara komunikattbikunmenghasilkan produk pemikiran
yang sama, dalam pelibatan para fihak dalam ruaagsipasi masyarakat. Artinya,
kebijakan yang dikonstruksi adalah kebijakan, dakamieks ini kebijakan penyelenggaraan
pelayanan publik, tidak akan difahami sebagai @ntitormatif yang objektif semata, tetapi
dipahami sebagadependen variable dari suatu proses sosial politik yang melibatkan
sejumlah aktor individu yang berpartisipasi dalamts proses. Kebijakan, dalam hal ini
kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dan takilitas pelayanan dikonsepkan
sebagai sebuah “konstruksi” yang batasan defigdifterikat pada dimensi dan waktu
tatkala subjek-subjek berinteraksi secara komuifibkatuk menghasilkan produk pemikiran
yang sama.

Berdasar pada analisa diatas didalam mengkonstkeksjakan dan akuntabilitas
pelayanan publik, lebih didasarkan untuk memenularapan masyarakat. Suatu
akuntabilitas, yang memungkinkan terealisasinyand#a Pelayanan Publik, dalam

" Malcolm WatersModern Sociological Theory (London: Sage Publishing, 1994), hal. 5 dan 7.



kerangka kebijakan penyelenggaraan pelayanan pwyhalilg lebih responsif dan partisipatif
dan yang secara khusus lebih bersesuai denganskgadg berkembang dalam masyarakat
daerah.

Diketahui juga lewat penelitian ini bahwa perubaparubahan sosial-kultural dan
politik telah terjadi di daerah-daerah, yang berdaknpada terjadinya pergeseran yang
menuju ke terjadinya berbagai ragam respons, yapatddiduga akan lebih memenuhi
tututan dan kebutuhan masyarakat setempat. Peageserberseiring dengan pergeseran
paradigma ilmu administrasi publik yang mengarahp&eadigma baru yandisebutThe
New Public Service Paradigm, yang mensyaratkan terpenuhinya kriteria partisjpasi
keadilan sosial, transparansi, kepastian dan ketgkpuan bagi dan oleh masyarakat yang
berhak atas pelayanan publik, maka akuntabilitaga jdilakukan dengan berdasarkan
kriteria tersebut. Bardasarkan penelitian yangkdian di tiga wilayah penelitian diperoleh
fakta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan lpualalh Standar Pelayanan Publik yang
bervariasi sehubungan dengan kondisi sosial, buday&kebutuhan masyarakat di masing-
masing wilayah penelitian yang berbeda.

Konstruksi akuntabilitas penyelenggaraan pelayamaublik diselenggarakan
dengan pemberian ruang partisipasi, yang dimaksudkauk mengakomodasi tuntutan
demokrasi yang berkembang dalam masyarakat. Desiggkomodasinya kepentingan dan
kebutuhan masyarakat diharapkan akan terbangunthk@mi bersama dalam kegiatan
penyelenggaraan pelayanan publik dalam masyar&kehitmen bersama dapat dibina
dengan mengesampingkan kepentingan dan ego instatemisi kedinasan dalam
masyarakat. Konstruksi akuntabilitas penyelenggana@ayanan publik yang dibangun
dengan komitmen bersama akan menghasilkan kebijd&anaturan yang mencerminkan
moralitas kerja-sama. Perilaku penyelenggara pe@yagublik dan masyarakat pengguna
pelayanan publik akan tunduk pada prinsip-prinsip kebijakan yang telah disepakati.

Sementara itu, mekanisme konstruksi akuntabilitasyplenggaraan pelayanan
publik yang demikian itu dapat diharapkan akandban dalam suatu situasi saling kontrol
antara para penyelenggara dan warga masyarakajyemngasa pelayanan publik. Melalui
mekanisme konstruksi yang seperti ini akan terqygtkayanan yang berkeadilan serta
meningkatkan posisi warga, tidak saja sebagai peragelayanan saja tetapi juga sebagai
pihak yang akan lebih berposisi tawaar@ain) yang lebih baik untuk mendapatkan jasa
pelayanan yang lebih pantas. Tanggung jawab berganm dikembangkan melalui ruang
partisipasi masyarakat dengan model konstruksi takilitas tersebut di atas juga dapat
diharapkan akan merangsang penyelenggara pelayardik untuk mengembangkan dan
memperluas kompetensi aparaturnya agar senantsgese thelaksanakan tugas pelayanan
dengan lebih baik. Model konstruksi akuntabilitasngln penyedian ruang partisipasi
masyarakat dalam pengaturan dan penyelenggaraayapah publik, diharapkan akan
mampu memberi pembelajaran kepada masyarakat Uebilk bertanggung-jawab dalam
proses demokrasi yang sedang berjalan. Model kdsstdengan ruang partisipasi dalam
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik yarengedepankan tanggung-jawab
bersama, para pihak diharapkan senantiasa menggkalogpencarian alternatif secara positif
berkait sistem pengaturan, sistem penyelenggaam,kewajiban berswasembada untuk
tidak bergantung kepada pihak luar. Pemberian fiisaperti yang diselenggarakan dalam
pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik didigesi penelitian kepada penyelenggara
dan pengguna pelayanan dapat dikembangkan metaluinfpelibatan para pihak dalam
ruang partisipasi masyarakat.



Konstruksi akuntabilitas penyelenggaraan pelaygnaiik yang melibatkan para
pihak dengan tujuan terbinanya komitmen bersamandaliang partisipasi masyarakat,
ialah antara penyelenggara pelayanan dan wargaanasy, akan mengantar para pihak ke
dalam proses akuntabilitas penyelenggaraan pelayantaik yang lebih responsif.

Konstruksi akuntabilitas yang dilakukan sepertpteses diatas, akan sesuai dengan
perkembangan paradigma pelayanan publik, dari yaognmatif-positivistik ke yang
progresif-sosiologik, yang memungkinkan kebijakafijakan yang lebih responsif untuk
membukakan kesempatan kepaatakeholders untuk ikut langsung berparisipasi dalam
proses pembentukan hukum sebagai swational construct in concreto. Akuntabilitas
penyelenggaraan pelayanan publik dengan membukakang guna menyertakan
partisipasi masyarakat seperti tersebut merupaksaredasar penerapan apa yang disebut
New Public Service Paradigm

3. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran tedsatsnya, penelitian ini
menyarankan perlunya mengkonstruksi akuntabilitedéayyanan publik dengan suatu
regulasi yang tanggap pada norma-norma lokal yamgih sebagaimana yang berlaku dan
berkembang dalam masyarakat setempat. Model aklitatsbpelayanan publik yang
tanggap pada tuntutan daerah seperti itu bolehrapkan akan mampu menyelesaikan
berbagai problem praktis yang mengatur prosedungtppan biaya, waktu dan mekanisme
pengaduan dan penetapan fasilitas pelayanan.

Model akuntabilitas pelayanan publik yang disusecasa konstruktif dan lebih
responsif, dengan mengundang partisipasi masyassherti itu, dipandang perlu untuk
diproses lebih lanjut, sehingga tidak lagi berwupghetapan normatif yang sentral. Model
akuntabilitas yang terkonstruksi secara teoritik #anseptual mencerminkan adanya pola
dan model akuntabilitas yang tidak hanya respomgidin tetapi juga progresif dan
demokratik..
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